PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 19 TAHWN 1960
TENTANG
SUSUNAN DEVWAN VAR TI M

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara nmaritim
nenpunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga segal a nasal ah yang
ber sangkut - paut dengan soal-soal nmaritim perlu nendapat perhatian
yang khusus dan sungguh- sungguh.

b. bahwa dengan penbent ukan Dewan Angkutan Laut (Peraturan Presiden No.
14 tahun 1959, Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 152) hanya sebagi an
kecil saja dari kesel uruhan persoal an-persoal an naritim yang bagi
Negara kita sangat luas itu dapat tertanpung.

C. bahwa berhubung.dengan itu dan sesuai pula dengan kebijaksanaan
Penerintah dalam bidang maritim dipandang perlu nenbentuk sebuah
Dewan Maritim yang diberi tugas nemkirkan dan nengkoordi nasi kan
segal a upaya dan usaha yang bersangkut-paut dengan nasal ah-nasal ah
nmaritim

Mengi ngat
Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 19 Juli 1960.

Mermut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Dewan Maritim

BAB |
SUSUNAN DEVWAN VAR TI M

Pasal 1

Dewan Maritim (disingkat Dermar), yang sel anjutnya disebut Dewan terdiri

dari :

1. Menteri Pertana sebagai Ket ug;

2. Menteri/Kepala Saf Angkatan Laut dan Menteri Perhubungan Laut secara
bergiliran, sebagai Vékil Ketua;

3 a. Menteri Luar Negeri .
b. Menteri Kemaanan Nasional c.qg. Menteri/Deputy Menteri Keananan
Nasi onal ;
C. Menteri D stribusi;
d. Menteri Produksi c.q. Menteri Pertanian;
e. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan;
f. Ment eri  Per dagangan;
0. Menteri Keuangan dan
h. Ment eri / Ketua Dewan Perancang Nasi onal sebagai anggot a- anggot a.



Pasal 2

Ketua, Veékil Ketua dan anggota Dewan diangkat dan diberhentikan ol eh
Presi den.

Pasal 3

@Qna nel ancarkan pekerjaan dan nenyel enggarakan tata-usaha Dewan nmnaka
dibentuk suatu Sekretariat Dewan yang susunannya serta kedudukannya
di t ent ukan ol eh Dewan.

Pasal 4

(1) Wtuk nenunai kan tugasnya Dewan berhak nenbentuk panitia-panitia
tekni s, yang susunan tugas dan cara bekerjanya ditentukan ol eh Dewan.

(2) Panitia-panitia teknis bertugas nenberikan nasehat-nasehat dan saran-
saran dal am bi dang tugasnya nasi ng-masi ng, bai k atas permntaan Dewan
maupun atas inisiatif sendiri.

(3) Panitia-panitia itu terdiri dari anggota-anggota Dewan dan atau
pej abat penasehat ahli.

(4) Kepada Dewan diberi kuasa untuk nenyesuai kan susunan, tugas dan cara
bekerja Dewan Angkutan Laut yang di bentuk dengan Peraturan Presiden
No. 14 tahun 1959 tanggal 31 Desenber 1959 dengan Peraturan Presiden
ini agar nmenjadi salah satu dari panitia-panitia teknis yang di naksud
dal am ayat - ayat t erdahul u.

BAB | |
TUGAS DEVWAN
Pasal 5

Dewan bertugas: nenberi nasehat - nasehat perti nbangan- perti nbangan dan usul -
usul kepada Penerintah di dal am

a. nenent ukan dan nerunuskan kebijaksanaan naritim nasional dal am
tingkat tertinggi;
b. nerencanakan dan nenyusun peraturan-peraturan naritim dan nel akukan
pengawasan atas pel aksanaan perat uran-peraturan nmaritim
C. nel akukan koordi nasi dal am nel aksanakan tugas naritim antara lain
nengenai ;
1. per soni | .
2. materiil, dan
3. operasi maritim
BAB || |
TATA TERTI B
Pasal 6

Dewan nenet apkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya, untuk rapat-
rapat panitia teknis dan |ain-lain yang di anggap perl u.

BAB IV
PEMBI AYAAN



Pasal 7

(1) Segala penbiayaan untuk Dewan dan panitia-panitia teknis serta
Sekretari at di bebankan atas Anggaran Bel anj a Penerintah Agung.

(2) Kepada Ketua, Wékil-wakil Ketua, anggota-anggota, anggota-anggota
panitia teknis, pejabat penasehat ahli dan Sekretaris diberikan uang
kehor mat an yang sel anj ut nya akan di atur ol eh Ketua Dewan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 1960
Presi den Republ ik | ndonesi a

Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakart a,
pada tanggal 30 Agustus 1960,
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 19 TAHUWN 1960
t ent ang
DEVWAN MAR TI M

UMM

Kini dirasa perlu untuk nengkoordi nasi kan politik kegiatan-kegiatan
diperairan yang neliputi bidang angkutan |aut, pertahanan |aut, perikanan
serta pengerahan kekayaan |aut pada unumnya, yang tidak terlepas dari
politik dan ekonom Negara pada unumya.

Untuk nencapai potensi naritim yang telah senpurna, perlu adanya
koordi nasi yang erat antara Angkatan Laut, pelayaran sipil, industri kapal
dan lain-lain industri yang bersangkutan, industri bahan penggerak dan
tenaga yang terlatih, serta aspek- aspek ekonom dan poduksi nasional .

Ber hubung dengan itu naka perlu diadakan suatu Dewan Maritim yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagai Dewan Tertinggi dibidang
naritim



PASAL DEM PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1

Mengingat bidang naritim yang nenerlukan penetapan dasar dari
kebi j aksanaan yang tertinggi, naka keanggotaan Dewan Maritimterdiri
dari :

Ment eri Pertama, selaku pinpinan sehari-hari Kabinet Kerja.
Menteri/Kepala Saf Angkatan Laut dan Menteri Perhubungan Laut,
sel aku Penegang pel aksanaan politik maritim

Menteri Luar Negeri dem aspek-aspek international.

Menteri Keamanan Nasional c.g. Menteri/Deputy Menteri Keananan
Nasi onal sel aku penegang pol i ti k keananan pada unummya;

Menteri D stribusi, selaku Menteri yang berkepentingan dengan usaha
penyebaran barang, ternmasuk yang nel al ui |aut.

Menteri  Produksi c.qg. Menteri Pertanian, nengingat aspek-aspek
produksi yang penting bagi Negara serta kebut uhan-kebut uhan rakyat
sehari-hari, terutana dal amaspek perikanan | aut.

Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan nengi ngat kan kekayaan
alam yang terkandund didalam Negara kita dan dipergunakan untuk
kenmaknmur an rakyat .

Menteri Perdagangan dem aspek-aspek per dagangan.

Menteri Keuangan nengi ngat segi-segi keuangan Negar a.

Menteri/Ketua Dewan Perancang MNasional, selaku pinpinan planning
board Negar a.

2
Qukup | el as.

3

Sekretariat Dewan Maritim ini nerupakan suatu badan yang bertugas
nenyel enggarakan tata-usaha Dewan serta nenyiapkan bahan-bahan
dokunentasi untuk rapat Dewan dan Panitia-panitia Teknis yang
tersebut dal ampasal 4.

4.

DCewan Angkutan Laut yang di bentuk dengan Peraturan Presiden No. 14
tahun 1959 pada hakekat nya nerupakan badan yang dapat nenanpung satu
aspek saja dari persoal an-persoalan maritim yang luas itu, vyakni
aspek angkutan laut yang neliputi usaha nel ancarkan bi dang-bi dang
pekerjaan dal am pengusahaan kapal niaga, penguaaaan pel abuhan dan
per edar an bar ang.

Dengan di nasukkannya ket ent uan-ketentuan nengenai Dewan tersebut
dalam pasal 4, naka jelaslah naksud dari peraturan ini untuk
nenenpat kan tugas Dewan Angkutan Laut ini secara Panitia Teknis dari
Dewan Maritim

5

Unt uk nencapai hasi | - guna naxi num dal am kekuat an nasi onal di perairan,
baik dimasa perang naupun damai perlu dibentuk badan baru yang
bertugas nenberi kan nasehat-nasehat, pertinbangan-pertinbangan dan
usul -usul kepada Penerintah didalam nenentukan dan nerunuskan
kebi j aksanaan nel akukan pengawasan bersana yang terkoordi nasi dal am
pel aksanaannya.



Pasal 6

Istilanh "yang dianggap perlu" itu diartikan antara lain untuk
nenet apkan soal -soal yang perl u di rahasi akan atau ti dak.

Pasal 7
Qukup | el as.

Pasal 8
Qukup | el as.
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